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ABSTRACT

-
The postmedernism discourse are taking place 1 many Indonesian media of communication ot the

present ime, b was un interesting and controversial topic, Many scientist wre claimed that a modern era
is stili going on. but others say that o modern culture declinced und changed in o anew eravalled “the
postmodern era””. There wre muny context of posunodern discourse. such as architecture, religion,
culture, economic, scicnce, cultural. philosophy. ete. There are many interesting gquestions aecording Lo
Gral miatiers: .. i Lhere an effect of the postmodern culture in coneest of ow 7 Js Cridey] Legal

Studies maovement caused by postmodern culture?

1. PENGANTAR

Perbincangan tentang postmodern dalam wacana intelekiual Indonesia dewasa ini
semakin marak. Hal i dapat dilihat dari banyaknya artikel di berbagai media massa,
diskusi-diskusi ilmoah, ataupun buku-buku  yang mengambil wpik postmodernisme.
Diperbincangkunnya postmodernisme dalam berbagai kontehs seperti tilsatat, arsitektur,
seni. agama, dan tm. Timbul persoalan: apakah postmodernizme juga melanda bidang
hukum? Apakah ~Studi Hukum Kritis” (Critical Legal Srudiesy merupakan jaw aban, bahwa
postmodernisme melanda juga bidang hukum?

Untuk menjuwab pertanyaan-pertanyaan tadi, berikut tnn akan dibentangkan sekilas
tentang apa vany dimaksud dengan postmodernisme, baru kemudian dibicarakan kaitannya
dengan Studi Hukum Kritis.

II. POSTMODERNISME

Apa ity postmodernisme? Beberapa tokoh pemikir di Indonesta menyatakan, bahwa
tstilah postmodernisme adalah masih samar-samar dan penuh kontroversi, namun ada yang

muenyehut postmodernisme dalam dug pengertian.

Pertami. pastmodernisme diartikan sebagai kebudayaan setetah juman modern (post
alau pasca = sesudah). Hal itu mengandung arti bahwa jaman modern telah sampai pada
hatas akhiv. dan diguntikan oleh juman barw. Pandangan ini agak mirip dengan ajaran Daniel

Bel! tentuny masyarahal pascaindusirt {Suyoto. 1994: vi), Sementarz ite Francois Lyotard
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ey atakan bahwa “postindustrial” adalah untuk menyebut keadaan masyarakat, sedangkan
Coewmodern” adalah untuk menyebut keadaan kebudavaan (Lyotard, 1989: 3).

Kedua. postmodernisme dipandang sebagai gerakan intelektual {inrellectual movement)
-z mencoba menggugat, bahkan “mendekenstruksi™ (istilah Jagquest Derrida) pemikiran

-ang perkembang pada masa modern, Pemikiran pada cra modern ditopang oleh pilar ilmu

lEnceie

MMengenai kapan munculnya pemikiran postmodernisme juga ada beberapa pendapat,
~.2xvang menganggap bahwa sebagai “pemukulan pong peresmian”™ yang menandai awal
<=~z postmodernisme adalah satu peristiwa di bidang arsitektur, meskipun ide tentang

= simodern it tefah ada sebelummya. Peristiwa itu adalah diruntuhkannya bungunan raksasa
-2 hernuansa modern oleh pembuatnya, Charles Jencks, yang kemudian juga dikenal
<o zzan penulis buku berjudul "The Language of Posttiodern Archirecture”™. Menurat Jencks,

omwoman diklanm sebagad suvatu seremonial runtubnya budaya modernisme.

ice-1de vang melandasi pemikiran postmodern di antaranya adalah pemikiran Thomas
aonmosang wlisannya dianggap sebagai embrio terhadap pendobrakan dominasi ilmu positit
_.eramodern. Kubn dalam tulisannya “Fhe Structiere of Scientific Revedution” menyatakan,
-_oax Umu pengetahuan berkembang dari satu masa ke masa berikutnya secary
Torodigmatk” yang diselingi oleh krisis-krisis vang bermuara pada suatu perubahan atau
== a1 Knsis-krisis yang diikotn oleh revolusi tersebut timbui karena teori-teori iimu
=2 adas vang bersifat paradigmatik, tidak mampu menjawab problema-peoblema

comziuan jaman vang adas Revolusi akan disertan munculnya paradigma bare. Sebagai
z_~raran dan hal e adalah Teon Fisika Newton vang bersilat paradigmatik telah
—:ozxiamt krisis dan revolusi, digantikan oleh Teori Relativitas Einstein, Kepastian
» zmemerun dan mekamstk Newtonian menjadi kebenaran relatif pada Einstein. Relativisme
- oot salahosatn et dan postmodernisme. Postmodernisme menyatakan realitas tidak
- oo serniata-mata hanya “dipatokiT dan satu perspekUt saja. seperti dibatasi atau dickur
soroed 2o thmo positif saja, tetapl dimungkinkan adanya berbagai standar patokan pemlaian,

D hami eleh aiaran Thomas Kuhn tersebut, seorang pemikic fain yang bernama Paul
T ooorznen dalam bukunya “Againsr Method”™ mengajarkan, bahwa persoalan kebenaran
el szmaga monopoli dard cara pikir ilmiah saga (moro method), namun ada berbagai
cororien dalam mencard kebenaran (plury method). Dalam anggapannya, pemikiran ilnah

© oo et naikoatau lebih unggal dard pemikiran lain, seperti magis, atau voodoo sekalipun.
27 2o7 Zemikian persoslan pluralitas merupakan cirt lain dari postmodernisme. -

= amal-ajaran tentang postmodern itu digaris bawahi oleh Jean Francois Lyotard dalam
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bukunyu vang dianggap cukup spektakuler, berjudul “The Postmodern Condition: A Report
o Kriowledge™ (19845, Dalam bukunt dinyatakan bahwa para sesiolog dan kritst ilmu di
Amerika telabh menyatakan semenjak akhir Abad ke-t9, kebudayuan pada “masyarakat
sangat maju” (masyvarakat vang hidupnya serba-komputerisasi) mengalami suatu
transformast vang mengubah aturan permainan dalam ilmu Heratur, ataupun sent {Lyotard,
1984, xxiii), Dipertegas lagi, bahwa di dalam muasyarakat demikian, ilmu pengetahuan
tidak lagi mendapat kredibilitas pada kebenaran, melainkun pada sifat gunanva, sehingga
ia tidak teriepas dan jaring-jaring perdagangan dan kekuusaan vany ada pada masvarakat
ittt (Lyotard, 1984 5],

Buku Lyotard tersebut sebenarnya merupakan faporan untuk Dewan Universitas d
Qubec-Kanada yvang berisi tentang perubahan-perubaban vung melandu ilmu pengetahuan
dalam masvarakat mdustrn maju akibat pengaruh teknologi bara, Sejuk beredarnyva buka
itu perdebatan mengenar postmadern mulai mencuat dan merebak ke mana-mana, Buku
tersebut menjadi kunet acuan bag studi postmodern. Dengan demikian. di penghujung
Abad ke-20, di dunia barat terdapat usaba perombakan modernitas vang merupakan produk
dari krisis yang melanda berbagal kehidupan modern.

ITI. STUDI HUKCM KRITIS

Studi Hukum Kritis acdalah gerakan pemikiran yang meruntubkan ide-ide sentral
pemikiran hukum modern (Unger, 1982: 1), Hal itu adaluh selaras dengan postmodernisme
vang mengritk aspek-aspek modernitas. Studi Hukum Kritis muncul dari tradisi kiri dalam
pemikiran hukum modern,

Dua sifat yang menjadi Studi Hukum Kritis adalah: (1) mengritik formalisme dan (2)
mengrittk objektivisme. Formalisme dan objektivisme. keduanya menandai tradisi pemikiran
nukum -madern. Formalisme dafum hal ini adalah soate pemikivan dan komitmen pada
analisis hukum yanyg legal-formal. Analisis macam itu dipandang melepaskan hukum dan
unsur-unsur yunyg hidup dan berkembang dalam masyarakat. seperu ideologi. politik, dan
tilsalat. Formalisme memberlakukan metode analisis fegaf doctriner, Metode 1ni antara
lain berlaku pada penelitian hukum posiud tertulis. Metode penelitan ini diawali dengan
mengambit satu atau beberapa proposisi sebagal langkah awal untuk kemudian diadakan
penjabaran-penjabaran logis durt proposisi itu. Penelit akan memusatkan perhatiannya

SepUtar proposisi i,

Metode ini dikatakan “formal”™ karena lebih mengutamakan rasionahtas daripada
muatan aspek kehidupan sehari-hari, seperti politik dan ideologi (Unger, 1982: 2). Tradisi
andiisis hukom vang rasionalis ditopang oleh pilar-pilar pemikiran ilmiah modern yang
rasionai, vany wimboh dan berkembang semenjak Jaman Pencerahan, dengan pionimya
Rzrna Descartes. searuny filsuf Prancis. Apalisis hukom vane bersifat legal-tformal
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ranalisix hukom darnn sudue pandang law-meking (pembuatan undang-undang), Hal inj

1w sala sangat berbeda dengan analisis hukum dari sudut pandang law-application
Tenerapan hukumy} Sudut pandang penerapan hukum memperhatikan juga adanya konfiik-
s oniitk. baik yang bersitat politik, mavpun ideologis. Anulisis hukanm duri sudut pandang
Tererapan hukum penuh dengan “Kreativitas™. Analisis ini juga memperhatikan faktor

-

Objekuvisme adalah suatu kepercayaan, bahwa setiap ide (hukum) vang telah

il

mz.wmibaga (diterima masyarakat), seperti sistem perundang-undangan, dupat dipertahankan
z2ul Jembagu penopang keberadaan masyarakar. Ketentuan hukum yang telah diterima
~ sy arakat it bersitat objektt, tegas, dan fugas. Para penganut ajaran studi hukum krisis

serziggapan, bahwatatanan hukum yang diterima maxyarakat ini mempunyai konsekuensi

~2anva pemaksaan pada kehidupan sosial. Paksaan-paksaan ini adalab seperti halnya

cr~renst” dalam kehidupan perekonomian {Unger, 1982: 2}, Hukum, sebagai tatanan moral
=2macam ini, dikatakan mempunyai “kekuatan normatit™. yang secara praktik bersifut

~znekan. Menurut Mangaberia Unger, para ahli hukum modern tetap memelihara teadisi
“malisime, sementara mercka menepis tuduhun sehagai penganut objektvisme.

Llzmurutnyg, jika para ablhukum penganut formalisme mengenyampingkan aspek politik

< orinsip sebagat bakim (yang mempertimbangkan kasus per kasus secara hijaksana},
< ahls hukum ttu akan berpikir “mekanis™ (sebagui fisikawan). Puda kondisi ini para

ik ada dulam menara pading atan khayalan sebagai yany bertindak objektif dan
T Habitalah sebagal penyebab bergulirnya kritik yany ditontarkan oleh para penganut
S L4 Hukom Kritis,

Iixa ditengok ke sejarahnya, ide formalisme dan objekfivisme adalah tumbubh dan
2-wzmbang di duma Barat pada Abad ke- 18 dan 19, Situasi dan kondisi masyarakat Fropa
T -2 saatitn memanyg memerlukan adanya undang-undang atau taanan hukum yang lugas,
=~z dan objektif, dalam rangka menciptakan masyarakat vang “demokratis-modern”,
ovierakat Barat pada saat it menghadapi suasana kungkungan anstokratisme yang di
nyva terdapat pembatasan kebebasan, kontrak perjanjian yang tidak rasional. dan
JeviaRan vang dapat diganggu-gugat oleh para aristokrut, Dengan demikian pada saat it
S ozadXan suatu penciplaan masyarakat vang mentiliki kebebasan berkontrak, ketentuan
-« -7 sang menjamin hak mihk, dan pengaturan kebebasan pasar.

Walaupun demikian, dewasa ini "model masyarakat yang demokratis™ menjadi suatu
- e osang tertutup, Habini Karena kecenderungan berpikic formal. Jogis, rasional, dan
w2ecnstk vang kadang-kudang mengalahkan aspek-aspek yang “irasional” di mana aspek

merLpaiun aspek realitas manusia puld. Aspek-aspek rasa yang bersifut subjektit,
- senng berstfut irasional. Dengan demikian, pada saatini diperlukan adanya suatu

- tierr.aan trerhadap abternatif-aliernauf Tain yang ditawarkan dalam rangka bertindak



ERA HUKUM No. 8/Th. 2/ 1896

lebih bijaksana. Sekalipun demikian tidak sepenuhnya masvarakat yang demokratis adalah
sesuatu yang negatif, sebaliknya, banyak aspek positifnya.

Kiranya tuntutan perwuojudan suatu masyarakat vang ideal adalah model masyarakag
demokratis yang baru, yang tidak sepenuhnya legal-formal-rasional. tetapi sedikit banyak
mempertimbangkan aspek lain, seperti irasionalitas atan pertimbangan rasa subjektif, seperti
yangeitawarkan oleh para penganut Studi Hukum Kritis dengan devianist doctrine (doktrin
penyimpangan)-nyad.

Studi Hukum Krits di saty sisi mengkritik kendisi-kondist modernitas, namun di sjsi
lain membangun atau memberikan alternant bagi kekurangan-kekurangan peankiran legal-
formal. Penganut Studi Hukum Kritis mengetengahkan devianist dectring sebagai aliernatt
yang konstruktif. Dalam doktrin ini para ahli hukum dimungkinkan menganalisis hukum
secara dogmatik dalam menjawab persoalan “sebab-akibut™ tunpa penclitian eksplisit.
Devianist doctrine berpikir melampaut batas-batus empiris dan perbedaan ideologi
dimungkinkan dalam sistem ini. Doktrin ini cirinya adalah antara lain: dupat menertma
adanya konflik atau menerima adanya perbedaan prinsip vung sda dalm sistem atau badan
hukum. Di negara-negara NATO dewasa ini, misalnya, dimungkinkan orang hidup dalam
masyarakat dengan suatu bentuk demokrasi tertentu yang dianggap ideal bagi masyarakat
itu. Dalam masyarakat negara-negara semacam ini dimungkinkan adanya “kontrak-kontrak
campuran”. Visi sosial semacam ini membuat sistem hukum lebih dapat dimengerti Jdun
adil. Tendensi kontlik dalam hukum dianggap hal yang wajar,

Telah disinggung di imuka, bahwa devianist doctrine tumbuh dan berkembung sebaga
alternatip yang konstruktip dari kelemahan-kelemahan pemikiran hukum yang legahs.
Pemikiran legalis tumbuh dan berkembang pada Abad ke-19 yang tidak terlepas dari adanyu
usaha masyarakat Barat pada saat itu untuk mendirikan struktur masyarakat yang demokratis,
Hal ini tentu merupakan pilihan lebih baik dibandingkan dengan sistem hukum yang totaliter/
aristokratik.
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